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BUPATI PINRANG 
PROVINS] SULAWESI SELA.TAN 

PERATURAN BUPATI PINRANO 
NOMOR 36 "Plti!JM 2°' 

TENT ANG 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 24 TAHUN 2018 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

TAHUN2019 y 
DENGAN RAHMATTIJHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang bahwa Rencana Kerja Pcmerintah Daerah Tahun 
2019 merupakan perencanaan tahunan yang 
eteueun berdasarkan hasil Muayawarah 
Pcrencanaan Pembangunan; b. bahwa untuk mdaksanakan ketentuen Peraturan Daerah Kabupaten Pinnrng Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pin rang Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Rencana 
Pcmbangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019, telah 
disu11un dan ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2019; c. bahwa berdasarkan hasil pengendahan dan 
evelueer menunjukkan adanya ket1daksesuaian dengan perkembangan keadaan dan untuk menindaklanjuti Program dan Kegiatan yang belum tcrakomodir, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 perlu ditinJau kembali; � d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 
2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2019; 

,. 

Mengingat !. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Oaerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tsmbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); l 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembw-an Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Pcrimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (l.cmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang·undangan 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
PemenntahllJl Daerah (Lembe.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor5587),sebagaimana telah diubah beberaps. 
k.ali u:rakhir dengan Undang·Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahanl...cmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 14  
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887): 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 
tentang Sinkronisall Proses Percneanaan dan 
Penganggaran Pembangunan Nasional (Lcmbaran 
Negara. Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
105); 

9. Peraturan Pemcrintah Nomor 45 Tahun 2017 
ten tang Partisipasi Masyarakat Dalam 
Penyelenggarnan Pemerintahan Daerah (Lembw-an 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor6133) 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 
Ta.mbahan Lembaran Negara Nepubhk Indonesia 
Nomor6178); 
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1 1 .  Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

12 Peraturan Preeiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pcncapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

13. Perawran Daerah Provmsi Sulawesi Se\atan Nomor 
7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rcncana 
Pembangunan Jangka Panjang Oaerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 
Nomor 7); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPDJ 
Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025; 

Memperhatikan · I. 

2. 

3. 

Menetapkan 

Pcraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 22 Tahun 
2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Benta Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 221; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pcmbangunan Oacrah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pe.mbangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, sena Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1312); 
Peraturen Gubemur Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas 
Peraturan Gubemur Nomor 97 Tahun 2018 
tentang rencana Kerja pemerintah daerah Provinsi 

Sulav.esi Selatan Tahun 2019 ( Berita Daerah 
Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2019 Nomor 31). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATIJRAN BUPATI PINRANG NOMOR 24 TAHUN 
2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH TAHUN 2019. 
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Pa,al I Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 
24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2019, diubah sebagai berikut: 

I. Lempiran RKPD Tahun 2019 diubah, 
scbagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
mcrupakan bagian tidak terpieahkan dalam 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati im dengan 
penempatannya dala!n Serita Daerah Kabupaten 
Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
Pada tanggal 16 }.l< 2019 

BUPATI PINRANG, 

���H�MID 
Diundangkan di Pinrang 
pada tanggal 

Pit. EKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANO, 

JSLAMUDDIN 

SERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2019 NOMOR 
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